
SA!-INAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

IGBUPATEN TOUKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN TOLIKARA

TAHUN 2422

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur
organisasi dan tata kerja sebagairnana dimaksud

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Kornisi Pemilihan Umum, Sekretariat Kornisi

Pemilihan Urnr;nl Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal

Kornisi Pemilihan Umum Republik Indoraesi.a Nornor

243 Tahun 2A22 tentang Pemherhentian dan

Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Kornisi Pemilihan Umum Kabr.lpatenlKota di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Urm.lm

Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2A22 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala

Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Tahun 2A22;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
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Mengingat : 1.

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tolikara tentang Pembentukan Satuan

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tolikara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

42861, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2A2A tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Corana Vints Di.sease 2019 (COVID- 19)

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor: 87);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ot2O tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Cororua Virus

Disease 2A19 (COVID-I9) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor: B7);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

2_

-.J.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Indonesia Tahun 2Aru Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Afi tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al7 Nomor L82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6la|;

Peraturan Pernerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 489O);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2A21 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 2A2,

Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 67181;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2012-20251;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan lJmum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Urnum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 1153);

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2419 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupa.ten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32O),

sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2OZA tentang Perubahan Kedua Atas
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor B Tahun

2419 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum KabupatenlKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 17631;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2A tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKoa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2A Nomor 1236);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

443 / Kpts/ KPU/Tahun 2O 1 4 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Si.stem Pengendalian Intern di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

21 /KU .Oz-KptlO I /K,PU lI l2O2O tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota Bagian Anggaran 076 Tahun

Anggaran 2O2l;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala

Sr.lb Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun

2022;

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Kornisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 264 Talnun 2022

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Intan Jaya dan

Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Pa"pua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N TOLIKARA
Hukr..lm dan SDM

Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01,

SD/O8/SJ lx/2017 tanggal 20 Oktober 2OL7 Perihal

Penyelenggaraarl Sistern Penger:dalian Intern Pemerintah

(SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali

untuk KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPUIKIP

Kabupaten/Kota;

IVIEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2022

Menetapkan Struktur Pembentukan Satuan T\.rgas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Kornisi Pemilihan Ururnn Kabupaten

Tolikara, dengan su.sunan keanggotaan sebagair,nana

tercantum dalam Lampiran Kepufusan yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kepr-rtusan ini mulai herlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga

Pada tanggal 14 Maret 2A2l

KETUA KOMtrSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

Ttd

JUNDI \IITANIMtsO

Lint]:in
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UIVIUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR

TENTANG

: 07 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN

2022

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2A22

NO. NAMA JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM
SATUAN TUGAS

1 2 3 4

1. JUNDI WANIMBO Ketua KPU Kabupaten
Tolikara Pengarah

2. ANIKE \MADI Anggota KPU
Kabupaten Tolikara Pengarah

3. ELIMENGGU PENGGU Anggota KPU
Kabupaten Tolikara Pengarah

4. ELMUS WANII\{BO Anggota KPU
Kabupaten Tolikara

Pengarah

5. ANTONIUS RUMWARIN Anggota KPU
Kabupaten Tolikara

Pengarah

6. THIMOTIUS TEBAi Sekretaris KPU
Kabupaten Tolikara

Penanggungjawab

7. HERLINA NURA LINTHIN Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM Ketua

B. CHRISTIN NATALIA
Kepala Sub. Bagian
Perencanaa-n, Data

dan Informasi

Tim Kerja

9. BEATRIX IBO
Kepala Sub Bagian

Keuangan, Umum dan
Logistik

Tim Kerja

10. HASRUDIN

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara
Pemilu,Partisipasi dan

Hubungan
Masyarakat

Tim Kerja

11. SITI UMAROH WOUW Staf Pelaksana Tim
Kerja/Sekretariat
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Salinan sesuai dengan asiinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagran Hukum dan SDM,

DDitetapkan di Karubaga

Pada tanggal 14 Maret 2A22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd

JUNDI WANIMBO

L2. ISABELLA A DIMARA Staf Pelaksana
Tim

Kerja/Sekretariat

13 IZAK SEMUEL WAMEA
Staf Pelaksana Tim

Kerja/Sekretariat

w


